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ABSTRAK 
 

Setiap tahun arus masuk penduduk ke kota besar meningkat sehingga 
meningkatkan angka permintaan tempat tinggal. Rumah kos merupakan salah satu alternatif 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bisnis rumah kos merupakan suatu kegiatan usaha yang 
menyewakan bangunan atau kamar. Setiap kegiatan usaha dapat dikenakan pajak begitu juga 
usaha rumah kos sejak masa praoperasi hingga masa operasi. Namun tidak semua pemilik 
rumah kos mengetahui hal tersebut seperti Wajib Pajak Bapak A. 

Penulis melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan yang dapat 
dikenakan pada pengusaha rumah kos dari masa praoperasi hingga beroperasi serta dokumen 
yang harus dimiliki. Pada tahap pembangunan rumah kos, kewajiban perpajakan yang dapat 
dikenakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, Pajak 
Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa konsultasi bangunan dan Pajak Penghasilan pasal 21 
atas pekerja yang menerima upah harian. Pada masa beroperasinya rumah kos, kewajiban 
perpajakan yang dapat dikenakan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Hotel. 
Semua kewajiban tersebut penulis hitung sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 
tersebut dipilih untuk menjelaskan hal-hal yang terkait terhadap permasalahan yang dihadapi 
melalui data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu data 
primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara wawancara, 
observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Objek penelitian yang diteliti adalah kewajiban 
perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Bapak A dari mulai praoperasi dan 
beroperasinya rumah kos. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, kewajiban 
perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Bapak A pada masa praoperasi sebesar Rp 
11.873.640,00 yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri 
dan Pajak Pengahasilan Pasal 21 atas tenaga kerja lepas. Pada masa beroperasinya rumah kos, 
Wajib Pajak Bapak A dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 825.000,00 dan 
Pajak Hotel yang dipungut Wajib Pajak Bapak A kepada pihak penyewa sebesar Rp 75.000,00. 
Penulis menyarankan agar Wajib Pajak Bapak A melaksanakan kewajiban perpajakannya 
sebagai pengusaha rumah kos dan mengurus surat atau dokumen berkaitan dengan usaha 
rumah kosnya. 

 
 

Kata Kunci: Rumah Kos, Pajak Pertambahan Nilai, Kegiatan Membangun Sendiri, Pajak 
Penghasilan, Pajak Hotel 

  



  

ABSTRACT 
 

Every year growing numbers of people move into the big cities, increase the 
demand for housing. Boarding house is an alternative option to deal with housing problem. 
Boarding house business is a kind of business activity which of provide a building or a room 
for rent. Since every business is taxable, so applies on the boarding house business since pre-
operation period until operation period. However, not every boarding house businessman 
know the law, for example a Taxpayer Mr.A. 

The writer did a research on tax obligation that may apply to boarding house 
businessmann since pre-operation periode until operation period including some documents 
that he should have regarding his business. In constructing period, tax obligations that may 
be imposed consists of Value Added Tax on self-construct bulding, Value Added Tax of 
Construction Consultation Service delivery and Income Tax of article 21 of workers who 
receive daily wages. In boarding house operation period, tax obligations that may be imposed 
consists Income Tax for article 4 verse 2 and Hotel Tax. The writer calculate all of those tax 
obligations based on tax regulations. 

This study use descriptive research method. The method was chosen to explain 
things related to the problem which faced through data that has been collected by author. This 
study use primary data and secondary data. Data collected by interviewing, observing, 
documenting and literature reviewing. The object of this reseatch is tax obligations that may 
be apply to Taxprayer Mr.A since pra-operation to operation period of his business. 

The result of this study states that in the pre-operation period, Taxprayer Mr.A 
has tax obligations worth Rp 11.873.640,00 that consists Value Added Tax on Self-Construct 
Build and Income Tax article 21 of freelance. Furthermore, in the operation period Taxprayer 
should fulfill his tax obligations on Income Tax article 4 verse 2 worth Rp 8.250.00 and he 
should collect Hotel Tax Rp 75.000,00. from tenants. From the tax calculation, writer suggests 
Taxpayer Mr.A to pay his tax obligations as boarding house bussinessman and administer any 
letter or document related to his business. 

 
 

Keywords: Boarding House, Value Added Tax, Self-Construct Build, Income Tax, Hotel Tax
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap tahun arus masuk penduduk ke kota meningkat, khususnya kota-
kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta dan kota besar lainnya. Hal 
tersebut meningkatkan angka permintaan tempat tinggal di kota-kota tersebut. Ada 
beberapa alternatif dalam mencari tempat tinggal. Bagi yang memiliki penghasilan 
yang besar, mencari tempat tinggal yang baru bisa dengan cara membeli atau 
membangun rumah, sedangkan bagi orang dengan penghasilan yang kecil atau bahkan 
belum memperoleh penghasilan sama sekali bisa dilakukan dengan cara menyewa 
rumah atau rumah kos.  

Bisnis rumah kos merupakan salah satu bisnis yang berkembang di 
kota-kota besar yang padat penduduk. Seperti bisnis pada umumnya, bisnis rumah kos 
dapat dikelola oleh perorangan atau badan. Perorangan atau badan merupakan wajib 
pajak sehingga dapat dikenakan pajak atas objek yang diperoleh atau dimiliki sesuai 
dengan ketentuan peraturan perpajakan Republik Indonesia. Pengusaha rumah kos 
baik perorangan maupun badan dapat dikenakan pajak sejak saat membangun rumah 
kos hingga saat beroperasi. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) 
memaparkan bahwa Pemerintah  berperan di balik semua pendapatan rakyat Indonesia. 
Bisnis kos-kosan merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan penambahan 
pendapatan bagi Wajib Pajak.  Jangan sampai melakukan bisnis namun berharap tidak 
membayar apa-apa kepada Pemerintah. (www.bapenda.jabarprov.go.id) .   

Kota Sukabumi, salah satu kotamadya di Provinsi Jawa Barat juga 
menjadi pilihan pelajar dan karyawan yang berasal dari daerah-daerah di sekitarnya 
sehingga bisnis rumah kos bermunculan. Potensi perpajakan pada sektor bisnis 
tersebut pertama kali diatur oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.  Kendati peraturan mengenai pajak rumah 
kos ini sudah lama, namun sampai saat penelitian ini dibuat, belum semua pengusaha 
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rumah kos mengetahuinya. Salah satu pengusaha rumah kos di kota Sukabumi yaitu 
Wajib Pajak Bapak A, tidak mengetahui bahwa usaha rumah kos dapat dikenakan 
pajak sejak mulai dibangun hingga beroperasi. Padahal usaha yang dijalankannya 
menghasilkan tambahan pendapatan baginya.  

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis aspek 
perpajakan pada usaha rumah kos yang dimiliki Wajib Pajak Bapak A dan melakukan 
perhitungan pajak terhutang yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Bapak A. Untuk 
itu, penulis mengangkat judul penelitian: “Analisis Perpajakan Pada Usaha Rumah 
Kos (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Bapak A)”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis 
merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pokok penelitian. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apa saja surat atau dokumen yang harus diurus dan dimiliki oleh Bapak A sebagai 

pengusaha rumah kos terkait dengan usaha rumah kosnya ? 
2. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Bapak A 

sebagai pengusaha rumah kos ? 
3. Bagaimana perhitungan pajak yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak Bapak 

A pada tahap pembangunan hingga pengoperasian rumah kos ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah 
tujuan yang ingin dicapai oleh penulis: 
1. Mengetahui cara dan syarat mengurus surat atau dokumen yang harus dilakukan 

oleh Bapak A sebagai pengusaha rumah kos terkait usaha rumah kosnya. 
2. Mengetahui kewajiban perpajakan Wajib Pajak Bapak A sebagai pengusaha rumah 

kos. 
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3. Mengetahui jumlah pajak yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak Bapak A 
pada tahap pembangunan hingga pengoperasian rumah kos. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat pada: 
1. Bagi Wajib Pajak Bapak A 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak Bapak 
A mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dalam usaha rumah kos 
sejak tahap pembangunan hingga pengoperasian usaha rumah kos. 

2. Bagi Pembaca 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi 
pembaca mengenai aspek perpajakan usaha rumah kos. 
 

1.5 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Pengusaha 
rumah kos dapat berupa orang pribadi atau badan sehingga merupakan wajib pajak. 
Oleh karena itu, pengusaha rumah kos wajib menghitung, membayar dan melaporkan 
pajak atas usaha rumah kosnya. 

Usaha rumah kos dapat dikenakan pajak pada tahap praoperasi dan pada 
saat beroperasi. Pada tahap pembangunan, apabila pembangunan rumah kos dilakukan 
dengan kegiatan membangun sendiri maka pajak-pajak yang berhubungan dengan 
kegiatan membangun sendiri yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa konsultasi 
bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh 
pekerja yang melakukan kegiatan membangun. Apabila pengusaha rumah kos 
menggunakan jasa kontraktor maka pajak yang harus dibayar hanya Pajak 
Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa kontraktor. Pengenaan Pajak Pertambahan 
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Nilai pada kegiatan membangun sendiri harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2012 
Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri. Dalam kegiatan mendirikan bangunan, pada umumnya pekerja 
menerima upah berupa upah harian / upah mingguan / upah borongan sehingga PPh 
Pasal 21 bagi pekerja tersebut dihitung dengan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 
bagi pekerja yang menerima upah harian / upah mingguan / upah satuan / upah 
borongan. 

Setelah bangunan didirikan dan usaha rumah kos beroperasi maka 
pengusaha rumah kos wajib menjalankan kewajiban perpajakannya atas penghasilan 
dari usaha rumah kosnya. Pengusaha rumah kos dapat dikenakan pajak penghasilan 
atas persewaan tanah dan/atau bangunan (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 
Tentang Pajak Penghasilan). Untuk membayar dan melaporkan penghasilan atas usaha 
rumah kos dan Pajak Pertambahan Nilai terkait Kegiatan Membangun Sendiri, 
pengusaha rumah kos wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP 
didapatkan dengan cara mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. 
NPWP berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

Selain pajak penghasilan, terdapat juga pajak daerah berupa pajak hotel 
yang harus disetor oleh pengusaha rumah kos. Tidak semua rumah kos dikategorikan 
hotel, melainkan hanya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 
PDRD). Pengusaha rumah kos yang memiliki kewajiban pada pajak hotel maka wajib 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk menyetor dan 
melaporkan pajak hotel. 

Usaha rumah kos dapat beroperasi apabila pengusaha rumah kos telah 
memenuhi administrasi berkaitan dengan usaha rumah kosnya. Apabila pengusaha 
rumah kos yang memulai usaha rumah kosnya dengan membeli lahan tanah maka 
untuk membangun rumah kosnya memerlukan perizinan mengenai pembangunannya. 
Namun apabila pengusaha rumah kos telah memiliki bangunan atau rumah tidak perlu 
memerlukan izin tersebut, cukup memerlukan izin untuk pengoperasian rumah kosnya. 
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Setelah mengetahui aspek perpajakan pada usaha rumah kos, penulis 
melakukan perhitungan pajak yang dapat dikenakan terhadap usaha rumah kos yang 
dimiliki oleh Bapak A. Perhitungan tersebut meliputi tahap pembangunan rumah kos 
hingga beroperasinya rumah kos.  
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